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REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 40.799.615.074,00 40.799.615.074,00 38.387.144.866,00 -2.412.470.208,00 42.327.416.174,00

5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

40.799.615.074,00 40.799.615.074,00 38.387.144.866,00 -2.412.470.208,00 42.327.416.174,00

5.01 PERENCANAAN 40.799.615.074,00 40.799.615.074,00 38.387.144.866,00 -2.412.470.208,00 42.327.416.174,00

1. 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

- - - 30.902.500.000,00 31.340.500.000,00 33.049.212.745,00 -130.083.826,00 30.772.416.174,00

5.01.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

- - - 380.000.000,00 380.000.000,00 140.988.950,00 -239.011.050,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 500.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

5 Dokumen 5 Dokumen 380.000.000,00 380.000.000,00 140.988.950,00 -239.011.050,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

500.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

- - - 23.475.802.950,00 23.475.802.950,00 26.349.727.000,00 2.873.924.050,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 23.527.442.950,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

179 Orang/
Bulan

179 Orang/
Bulan

22.387.442.950,00 22.387.442.950,00 25.671.883.000,00 3.284.440.050,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

22.387.442.950,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

33
Dokumen

33
Dokumen

695.200.000,00 695.200.000,00 337.134.000,00 -358.066.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

700.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

5 Dokumen 5 Dokumen 283.160.000,00 283.160.000,00 283.160.000,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

300.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 Laporan 3 Laporan 110.000.000,00 110.000.000,00 57.550.000,00 -52.450.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

140.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

- - - 150.000.000,00 150.000.000,00 145.320.000,00 -4.680.000,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 45.320.000,00 -4.680.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

0,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

- - - 850.000.000,00 850.000.000,00 510.892.085,00 -339.107.915,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 1.209.973.224,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

155 Paket 155 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

0,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 66.800.000,00 -33.200.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

0,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 83.092.085,00 -66.907.915,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

90.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan
Perundang-Undangan

100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 -5.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

165.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

20 Orang 20 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 316.000.000,00 16.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

954.973.224,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

- - - 2.832.004.000,00 3.042.004.000,00 3.219.003.320,00 386.999.320,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 2.710.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

20 Paket 20 Paket 140.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

155.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

10 Paket 10 Paket 1.042.004.000,00 1.042.004.000,00 1.465.163.320,00 423.159.320,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

550.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

110 Paket 110 Paket 400.000.000,00 450.000.000,00 493.065.000,00 93.065.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

475.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

16 Paket 16 Paket 100.000.000,00 200.000.000,00 193.625.000,00 93.625.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

175.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

10 
Dokumen

10 
Dokumen

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

75.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

120
Laporan

120
Laporan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 633.150.000,00 -366.850.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

1.100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
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Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 234.000.000,00 134.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

180.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

- - - 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 - Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 0,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan

1 Unit 1 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

0,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan Daerah

- - - 1.714.000.000,00 1.892.000.000,00 1.514.000.000,00 -200.000.000,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 1.785.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

35.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 874.000.000,00 1.152.000.000,00 822.000.000,00 -52.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

800.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 72.000.000,00 -48.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

150.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 710.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 -100.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

800.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- - - 1.100.693.050,00 1.150.693.050,00 1.169.281.390,00 68.588.340,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 920.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

26 Unit 26 Unit 360.000.000,00 260.000.000,00 230.000.000,00 -130.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

0,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

126 Unit 126 Unit 295.000.000,00 295.000.000,00 243.588.340,00 -51.411.660,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

700.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

11 Unit 11 Unit 445.693.050,00 595.693.050,00 695.693.050,00 250.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

220.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2. 5.01.02 PROGRAM
PERENCANAAN
PENGENDALIAN, DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

- - - 5.572.115.074,00 5.429.285.224,00 2.987.048.693,00 1.227.884.926,00 6.800.000.000,00

5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan
dan Pendanaan

- - - 3.033.000.000,00 2.998.000.000,00 1.742.954.700,00 -1.290.045.300,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 4.020.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen
Rancangan Awal
RPJMD/RKPD (Sesuai
Kebutuhan jika RPJMD maka
Rancangan Teknokratik)

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

150.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Jumlah Telaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah

2 Dokumen 3 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000,00 178.494.238,00 68.494.238,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Berita Acara
Konsultasi Publik

0 Berita
Acara

0 Berita
Acara

0,00 0,00 0,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Jumlah Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah

3 Berita
Acara

3 Berita
Acara

625.000.000,00 590.000.000,00 76.493.638,00 -548.506.362,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

650.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Jumlah Berita Acara
Musrenbang Provinsi

2 Berita
Acara

2 Berita
Acara

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 656.600.000,00 -343.400.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

1.300.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi yang
Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/RKPD)

3 Dokumen 3 Dokumen 1.298.000.000,00 1.298.000.000,00 831.366.824,00 -466.633.176,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

1.700.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

- - - 577.000.000,00 487.170.150,00 192.923.105,00 -384.076.895,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 600.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan  Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Analisis Data untuk
Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan
Daerah)

1 Dokumen 1 Dokumen 302.000.000,00 302.000.000,00 167.949.000,00 -134.051.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Dibina
dalam Pemanfaatan Data
dan Informasi

0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya
Manusia Pemerintah
Kabupaten/Kota yang Dibina
dalam Pemanfaatan Data
dan Informasi Pemerintahan
Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Buku Profil
Pembangunan Daerah yang
Diterbitkan

3 Buku 3 Buku 275.000.000,00 185.170.150,00 24.974.105,00 -250.025.895,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

300.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

- - - 1.900.000.000,00 1.882.000.000,00 1.051.170.888,00 -848.829.112,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 1.880.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan

1 Laporan 1 Laporan 190.000.000,00 190.000.000,00 98.076.250,00 -91.923.750,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

60.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Jumlah Kerja Sama Daerah
yang Dikoordinasikan
Pelaksanaannya

1 Kerja
Sama

1 Kerja
Sama

110.000.000,00 92.000.000,00 48.254.638,00 -61.745.362,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah

3 Laporan 3 Laporan 600.000.000,00 600.000.000,00 312.000.000,00 -288.000.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

700.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota yang
Difasilitasi/Evaluasi

5 Dokumen 5 Dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 592.840.000,00 -407.160.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

1.000.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.04 Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan
Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah

- - - 62.115.074,00 62.115.074,00 0,00 -62.115.074,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 300.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Jumlah Data dalam Sistem
Informasi Pemerintahan
Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah yang
Dikelola

0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen Hasil
Penerapan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan
Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 31.057.537,00 31.057.537,00 0,00 -31.057.537,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan
Daerah Pemerintah Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 31.057.537,00 31.057.537,00 0,00 -31.057.537,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

100.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

3. 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

- - - 4.325.000.000,00 4.029.829.850,00 2.350.883.428,00 430.000.000,00 4.755.000.000,00

5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

- - - 1.605.000.000,00 1.605.000.000,00 892.088.625,00 -712.911.375,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 1.785.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang
Pemerintahan yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000,00 61.400.437,00 -48.599.563,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

125.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
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KEGIATAN / SUB
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
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DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 55.250.564,00 -44.749.436,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

125.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 58.460.296,00 -41.539.704,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

125.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan

1 Laporan 1 Laporan 275.000.000,00 275.000.000,00 95.654.000,00 -179.346.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

300.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000,00 220.000.000,00 178.490.399,00 -41.509.601,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

250.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
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TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 58.470.613,00 -41.529.387,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 58.670.624,00 -41.329.376,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pembangunan
Manusia

5 Laporan 5 Laporan 600.000.000,00 600.000.000,00 325.691.692,00 -274.308.308,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

620.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)

- - - 1.200.000.000,00 1.073.300.868,00 690.166.691,00 -509.833.309,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 1.355.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 350.000.000,00 236.139.135,00 -163.860.865,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

425.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian

5 Laporan 5 Laporan 55.000.000,00 55.000.000,00 52.097.038,00 -2.902.962,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

75.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 55.000.000,00 29.916.638,00 -25.083.362,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

75.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Perekonomian

1 Laporan 1 Laporan 360.000.000,00 319.576.540,00 207.737.860,00 -152.262.140,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

375.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 55.000.000,00 31.319.790,00 -23.680.210,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

75.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah Laporan Hasil
Asistensi  Penyusunan 
Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA

1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 55.000.000,00 30.597.038,00 -24.402.962,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

75.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
SDA

1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 51.574.328,00 28.203.802,00 -26.796.198,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

75.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang SDA

1 Laporan 1 Laporan 165.000.000,00 132.150.000,00 74.155.390,00 -90.844.610,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

180.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

- - - 1.520.000.000,00 1.351.528.982,00 768.628.112,00 -751.371.888,00 Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

- 1.615.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur
yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 165.000.000,00 131.000.000,00 82.926.125,00 -82.073.875,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

180.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

6 Laporan 6 Laporan 110.000.000,00 95.000.000,00 72.391.125,00 -37.608.875,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

6 Laporan 6 Laporan 165.000.000,00 146.000.000,00 82.426.125,00 -82.573.875,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

180.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
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URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN
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AKHIR
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CAPAIAN
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TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Infrastruktur

3 Laporan 3 Laporan 220.000.000,00 220.000.000,00 89.956.125,00 -130.043.875,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

220.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan
yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

2 Dokumen 2 Dokumen 365.000.000,00 304.528.982,00 148.991.422,00 -216.008.578,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

375.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah    Bidang
Kewilayahan

2 Laporan 2 Laporan 110.000.000,00 110.000.000,00 84.158.750,00 -25.841.250,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

1 Laporan 1 Laporan 110.000.000,00 110.000.000,00 82.356.000,00 -27.644.000,00 Kota Palembang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

120.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Kewilayahan

3 Laporan 3 Laporan 275.000.000,00 235.000.000,00 125.422.440,00 -149.577.560,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas
Prioritas Daerah 6 :
Penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas aparatur,
kapasitas fiskal,
transparansi dan
akuntabilitas serta
pemanfataan
teknologi informasi
menuju pelayanan
publik yang
berkualitas

300.000.000,00 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

J U M L A H 40.799.615.074,00 40.799.615.074,00 38.387.144.866,00 -2.412.470.208,00 42.327.416.174,00
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